BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam menjawab rumusan masalah
dalam penelitian sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat

dijabarkan kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Ketentuan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam Tentang
Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Berdasarkan
Ketentuan Peraturan Perundang — Undangan di Indonesia

Ketentuan mengenai pembuatan wasiat bagi orang yang beragama Islam ada di
dalam KHI Pasal 195 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Wasiat dilakukan secara
lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di
hadapan Notaris”. Dalam kaitannya pembuatan wasiat yang dilakukan di hadapan
notaris, notaris memiliki dasar kewenangan agar bersedia membuat wasiat bagi orang
yang beragama Islam. Hal ini didasarkan oleh UUJN Pasal 4 ayat (2), Pasal ini tidak
menyebutkan secara eksplisit bahwa KHI dapat dijadikan salah satu sumber atau dasar
kewenangan notaris namun di dalam Pasal ini menyebutkan bahwa notaris harus patuh
pada peraturan perundang-undangan lainnya. Setelah penulis melakukan penafsiran
terhadap frasa “perundang-undangan lainnya”, maka KHI yang merupakan Instruksi
Presiden termasuk ke dalam perundang-undangan karena dibentuk oleh Presiden
sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Negara.

Kemudian berdasarkan KHI Pasal 195 ayat (1) yang menyebutkan bahwa wasiat
dapat dibuat di hadapan notaris, memberikan notaris kewenangan yang sama seperti
kewenangan yang ada di dalam KUHPerdata dan UUJN, yaitu membuat wasiat dalam
bentuk akta notaris. Sehingga karena memiliki kewenangan yang sama maka berlaku
juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHPerdata dan UUJN mengenai

kewenangan notaris dalam membuat dan tata cara pembuatannya.
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5.1.2 Bentuk dan Ketentuan Dalam Pembuatan Wasiat Berdasarkan

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 195 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan frasa “di hadapan notaris”
menegaskan bahwa bentuk wasiat yang dimaksud dalam Pasal ini adalah wasiat umum.
Namun demikian notaris pada saat menuangkan kehendak pemberi wasiat ke dalam
suatu akta wasiat, selain tunduk pada aturan yang ada dalam KUHPerdata dan UUJN,
notaris harus menjadikan KHI sebagai pedoman pembentukan ketentuan dalam
membuat akta wasiat bagi orang yang beragama Islam dengan memastikan syariat
Islam diterapkan dalam pembuatan akta tersebut, yaitu dengan tidak melebihi 1/3
(sepertiga) dan tidak memberikan wasiat kepada ahli waris sepanjang tidak ada

persetujuan dari semua ahli waris.

5.2 Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan penulis dalam penelitian ini,

maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

Mengingat ketentuan di dalam KHI memperbolehkan orang yang beragama
Islam untuk membuat wasiat di hadapan notaris, namun di dalam KHI tidak mengatur
lebih lanjut menganai tata cara pembuatan wasiat yang dibuat di hadapan notaris.
Ditambah lagi terdapatnya pembatasan dalam syariat Islam untuk membuat wasiat,
yang tentu saja berbeda dengan yang ada di dalam KUHPerdata. Oleh karena itu, saran
penulis untuk pemerintah adalah sebaiknya dilakukan revisi terhadap KHI dengan
membentuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan wasiat yang dibuat
di hadapan notaris agar pembuatan wasiat tidak melanggar pembatasan yang ada di
dalam syariat Islam. Kemudian sebaiknya dilakukan pula revisi terhadap UUJN
mengenai ketentuan yang secara jelas memerintahkan atau memberikan kewenangan
kepada notaris untuk membuat wasiat tidak terbatas dengan KUHPerdata tetapi
menjadikan KHI sebagai pedoman dalam pembuatan akta wasiat bagi orang yang

beragama Islam.
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